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ABSTRAKSI

Nama . Adzhila Yashika Haya
NIM : 201910110311310
Judul . Implementasi Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hak Atas

Tanah Yang Dibebaskan Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum Kabupaten Malang (Studi Kasus di
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang)

Pembimbing : Sofyan Arief, SH., M.Kn
Yohana Puspitasari Wardoyo S.H, M.H.

Pemerintah sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur salah satunya
pelebaran jalan Gondanglegi-Bantur di Kabupaten Malang guna untuk kepentingan
umum. Namun justru pembangunan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan
masyarakat yang merasa menjadi korban akibat kasus pembebasan lahan di
Kelurahan Bantur. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat rumusan masalah yaitu
Bagaimana Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti
rugi bagi Pelebaran Jalan Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang, dan apa saja
faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan
Gondanglegi-Bantur Kabupaten Malang. Untuk menjawab permasalahan tersebut
penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dimana data yang
digunakan adalah data sekunder dan data primer. Selanjutnya metode pengumpulan
data yaitu melakukan wawancara, dan dokumen. Hasil penelitian menyatakan
prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.telah
dilakukan melalui empat tahapan yakni Perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta
penyerahan hasil sedangkan pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada masyarakat
telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, baik berkaitan dengan tahapan maupun pada pelaksanaan pemberian ganti
rugi namun pada kerugian yang diberikan justru masih dirasa kurang karena
kerugian yang diberikan tidak sesuai dengan harga yang di ingin oleh Masyarakat
yang terdampak namun pelaksanaan pembebasan lahan tetap dilaksanakan dengan
menitipkan uang kepada pengadilan untuk diberikan kepada para penerima ganti
rugi pengadaan tanah atau dikenal dengan istilah Konas. Sedangkan pada faktor
penghambat yaitu kurangnya komunikasi yang terjalin antara para pihak yang
terlibat serta masih banyak masyarakat yang menolak pemberian ganti rugi yang
dianggap sangat kecil dan tidak sesuai dengan lahan yang diberikan.

Kata kunci: Ganti rugi, Pengadaan tanah, kepentingan umum



ABSTRACT

Name . Adzhila Yashika Haya
NIM : 201910110311310
Heading : Implementation of Providing Compensation for Owners of

Freed Land Rights in Land Acquisition for Public Interest in
Malang Regency (Case Study at the National Land Agency of
Malang Regency)

Supervisor : Sofyan Arief, SH.,M.Kn
Yohana Puspitasari Wardoyo S.H, M.H.

The government is carrying out infrastructure development, one of which is
widening the Gondanglegi-Bantur road in Malang Regency for public purposes.
However, this development is not in line with the needs of the people who feel they
have become victims of the land acquisition case in Bantur Village. So the
researcher is interested in raising the problem formulation, namely, what are the
procedures for implementing land acquisition and determining compensation for
widening the Gondanglegi-Bantur Road, Malang Regency? and what are the
inhibiting factors in implementing land acquisition for widening the Gondanglegi-
Bantur Road, Malang Regency. To answer this problem, this research uses a
sociological juridical research method where the data used is secondary data and
primary data. Next, the data collection method is conducting interviews and
documents. The results of the research stated that land acquisition procedures for
development in the public interest had been carried out through four stages, namely
planning, preparation, implementation and delivery of results, while the
implementation of providing compensation to the community was in accordance
with the legal provisions regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land
Acquisition. For Development in the Public Interest, both in relation to the stages
and in the implementation of providing compensation, however the losses provided
are still felt to be insufficient because the losses provided are not in accordance
with the price desired by the affected community but the implementation of land
acquisition is still carried out by entrusting the money to the court to be given to
recipients of land acquisition compensation or known as Konas. Meanwhile, the
inhibiting factors are the lack of communication between the parties involved and
there are still many people who refuse to provide compensation which is considered
very small and not in accordance with the land given.

Keywords: Compensation, land acquisition, public interest
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C. Standart operating procedur (SOP) Pengadaan Tanah

SOP PENGADAAN TANAH
Pelak Mutu Baku
No Kegiatan SKPD Ka. Dinas Kabid Kasie BKPRD Tim Penyusun Staf Pemilik | Konsult BPN Persyaratan ‘Waktu Output Keterangan
Terkait/ Perencanaan, Tanah an Jasa /Kelengkapan
user Verifikasi, dan Lembag
Pengadaan a Penilai
Tanah Publik
1. | Proposal dari SKPD/ Berkas usulan 5x3 jam | Dokumen 5 pertemuan
Lembaga pengguna proposal dari berkas
tetang permohonan }— SKPD/ Lembaga proposal
P daan tanah | pengpuna
2. | Menindaklanjuti dan Dokumen berkas 3x3jam | Rencana 3 pertemuan
verifikasi proposal proposal Kegiatan &
[ Tatakala
3. | Penyusunan Rencana F DPA masing- 4x3 jam | Rencana 4 pertemuan
Kegiatan | masing Kegiatan &
Tatakala
4. | Penyusunan SK TIM A Pengesahan DPA 4x3 jam | SK Walikota | 4 pertemuan
Perencanaan, Verifikasi, & Kadin
dan Pengadaan Tanah |
5. | Menindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan 5x3 jam | Pembagian 5 pertemuan
penyusunan teknis .[ v . dan Tatakala Beban Kerja
rencana operasional
kegiatan dan membagi il
tugas kerja
6. | Menyiapkan bahan DPA masing- 2x3x3 Inventarisasi | 2 bulan
koordinasi dengan A masing Rencana jam paket 3x seminggu
sekretariat dan bidang | Kegiatan Tatakala pekerjaan dan | 3 jam
dilingkungan dinas dan identifikasi
SKPD lain untuk Permasalahan
mendapatkan masukan,
informasi, dan evaluasi
pet h
7. | Permohonan v Surat 4x3jam | Hasil 4 pertemuan
Rekomendasi Permohonan rekomendari
Kesesuaian Tata Ruang | rekomendasi Tata dari BKPRD
kepada BKPRD Ruang
8. | Hasil rekomendasi Tidak Surat Hasil 2x3jam | Sebagai 2 pertemuan
Permohonan Kesesuaian r“ sesuai ,_Ll sesuai rekomendari dari pedoman
Tata Ruang oleh BKPRD menindaklanj
BKPRD — | S uti hasil
rekomendari
9. | Verifikasi berkas Tidak Dokumen 4x3jam | Dokumen 4 pertemuan
kepemilikan tanah lengkap y lengkap perencanaan hasil
= | | verifikasi
| berkas
kepemilikan
tanah
10. | Hasil Penilaian dari Jasa Dokumen 2x5x3 Dokumen 2 bulan
Lembaga Penilai Publik A pengadaan Jasa jam Hasil 5x pertemuan
(Appraisal) l_ Lembaga Penilai Penilaian 3 jam
1 Publik Appraisal
Jasa Lembaga
Penilai Publik
11. | Negosiasi harga Dokuemen Hasil 3x3jam | Hasil 3 pertemuan
penawaran dari pemilik Tidak s Penilaian Appraisal Kesepakatan
tanah sepakat — sepakat Jasa Lembaga Harga
ﬁ < I I' Penilai Publik
12. | Pembuatan berita acara Hasil Kesepakatan 1x3 jam | Berita Acara 1 pertemuan
kesepakatan negosiasi 1 Harga Kesepakatan
harga penawaran tanah Harga
13. | Pembuatan peta bidang v Surat permohonan 2x3jam | Peta bidang 2 pertemuan
sebagai pengukuran ukur ulang hasil
ulang perhitungan luas [:I pengukuran
tanah oleh BPN ulang
14. | Pembuatan berita acara Berita Acara 1x3 jam | berita acara 1 pertemuan
penyerahan atau [ Kesepakatan Harga penyerahan
pelepasan hak atas tanah dan peta bidang atau
oleh BPN pelepasan hak
atas tanah
oleh BPN
15. | Pembayaran ganti rugi berita acara 1x3 jam | Bukti 1 pertemuan
atas tanah, bangunan dan penyerahan atau pembayaran
tanaman r pelepasan hak atas
tanah oleh BPN
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